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2.1 Pengertian Good Corparate Governance  

Good governance dalam sistem administrasi Indonesia diterapkan seperti dalam 

pengertian yang dikembangkan oleh UNDP. Berdasarkan dokumen kebijakan 

UNDP dalam “Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia 

Berkelanjutan yang dikutip Buletin Informasi Program Kemitraan untuk 

Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia (Partnership for Governance 

Reform in Indonesia, 2000; 56), disebutkan : Tata pemerintahan adalah 

penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-

urusan Negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh 

mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok 

masyarakat mengutarakan kepentingan mereka. 

UNDP merekomendasikan beberapa karakteristik governance, yaitu : legitimasi 

politik, kerjasama dengan institusi masyarakat sipil, kebebasan berasosiasi dan 

partisipasi, akuntabilitas birokratis dan keuangan (financial),manajemen sektor 

publik yang efisien, kebebasan informasi dan ekspresi, sistem yudisial yang adil 

dan dapat dipercaya. Tetapi UNDP kurang menekankan pada asumsi superioritas 

majemuk, multi-partai, sistem orientasi pemilihan umum, dan pemahaman bahwa 

perbedaan bentuk kewenangan politik dapat dikombinasikan dengan prinsip 

efisiensi dan akuntabilitas dengan cara-cara yang berbeda. Hal-hal tersebut juga 
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berkaitan terhadap argumentasi mengenai nila-nilai kebudayaan yang relatif; 

sistem penyelenggaraan pemerintahan yang mungkin bervariasi mengenai respon 

terhadap perbedaan kumpulan nilai-nilai ekonomi, politik, dan hubungan sosial,  

dalam hal-hal seperti : partisipasi, individualitas, serta perintah dan kewenangan.  

UNDP menganggap bahwa good governance dapat diukur dan dibangun dari 

indikator-indikator yang komplek dan masing-masing menunjukkan tujuannya. 

2.2 Prinsip-Prinsip Good Governance 

Berdasarkan pengertian good governance oleh Mardiasmo (2009: 18) dan Bank 

Dunia dalam Wahab (2002: 34) perlunya mewujudkan administrasi negara yang 

mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas, dan fungsi 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maka menuntut penggunaan 

konsep good governance sebagai kepemerintahan yang baik, relevan dan 

berhubungan satu dengan yang lainnya.  

Ide dasarnya sebagaimana disebutkan Tingkilisan (2005: 116) adalah bahwa 

negara merupakan institusi yang legal formal dan konstitusional yang 

menyelenggarakan pemerintahan dengan fungsi sebagai regulator maupun sebagai 

agent of change. Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa good governance 

awalnya digunakan dalam dunia usaha dan adanya desakan untuk menyusun 

sebuah konsep dalam menciptakan pengendalian yang melekat pada korporasi dan 

manajemen professionalnya, maka ditetapkan good corporate governance. 

Sehingga dikenal prinsip-prinsip utama dalam governance korporat adalah: 



 
 

15 
 

transparansi, akuntabilitas, fairness, responsibilitas, dan responsivitas. (Nugroho, 

2004: 216) 

Transparansi merupakan keterbukaan, yakni adanya sebuah sistem yang 

memungkinkan terselenggaranya komunikasi internal dan eksternal dari 

korporasi. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban secara bertingkat keatas, dari 

organisasi manajemen paling bawah hingga dewan direksi, dan dari dewan direksi 

kepada dewan komisaris. Akuntabilitas secara luas diberikan oleh dewan 

komisaris kepada masyarakat. Sedangkan akuntabilitas secara sempit dapat 

diartikan secara financial. Fairness agak sulit diterjemahkan karena menyangkut 

keadilan dalam konteks moral. Fairness lebih menyangkut moralitas dari 

organisasi bisnis dalam menjalankan hubungan bisnisnya, baik secara internal 

maupun eksternal. 

Responsibilitas adalah pertanggungjawaban korporat secara kebijakan. Dalam 

konteks ini, penilaian pertanggungjawaban lebih mengacu kepada etika korporat, 

termasuk dalam hal etika professional dan etika manajerial. Sementara itu komite 

governansi korporat di negara-negara maju menjabarkan prinsip governansi 

korporat menjadi lima kategori, yaitu: (1) hak pemeganng saham, (2) perlakuan 

yang fair bagi semua pemegang saham, (3) peranan konstituen dalam governansi 

korporat, (4) pengungkapan dan transparansi dan (5) tanggungjawab komisaris 

dan direksi. 

Prinsip-prinsip good governance diatas cenderung kepada dunia usaha, sedangkan 

bagi suatu organisasi publik bahkan dalam skala negara prinsip-prinsip tersebut 
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lebih luas menurut UNDP melalui Lembaga Administrasi Negara yang dikutip 

Tingkilisan (2005: 115) menyebutkan bahwa adanya hubungan sinergis 

konstruktif di antara negara, sektor swasta atau privat dan masyarakat yang 

disusun dalam empat pokok karakteristik good governance, yaitu: 

1. Partisipasi (Participation) 

Setiap warga negara mempunyai suara dalam formulasi keputusan, baik 

secara langsung maupun intermediasi institusi legitimasi yang mmewakili 

kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan 

berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. 

2. Transparansi (Transparency) 

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi secara 

langsung dapat diterima oleh mereka yang mambutuhkan. Informasi harus 

dapat dipahami dan dapat dimonitor. 

3. Keadilan  

Semua warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai 

kesempatan untuk meningkatkan ataupun menjaga kesejahteraan mereka 

dan terlibat di dalam pemerintahan. 

4. Akuntabilitas (Accountability) 

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan 

masyarakat sipil (civil society) bertanggungjawab kepada publik dan 
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lembaga-lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada 

organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut 

untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi. 

Penerapan good governance kepada pemerintah adalah ibarat masyarakat 

memastikan mandat, wewenanang, hak dan kewajibannya telah dipenuhi dengan 

sebaik-baiknya. Disini dapat dilihat bahwa arah kedepan dari good governance 

adalah membangun professional government, bukan dalam arti pemerintah yang 

dikelola para teknokrat, namun oleh siapa saja yang mempunyai kualifikasi 

professional, yaitu mereka yang mempunyai ilmu dan pengetahuan yang mampu 

mentransfer ilmu dan pengetahuan menjadi skill dan dalam melaksanakannya 

berlandaskan etika dan moralitas yang tinggi. 

Responsibilitas menjelaskan sejauh mana pelaksanaan kegiatan organisasi publik 

itu dilakukan sesuai dengan yang implisit atau eksplisit. Semakin kegiatan 

organisasi publik itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinspi administrasi dan 

peraturan serta kebijaknsanaan organisasi, maka kinerjanya akan dinilai semakin 

baik. 

Sedangkan akuntabilitas mengacu pada seberapa besar pejabat politik dan 

kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat polotok yang dipilih oleh rakyat. 

Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, 

maka dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat. 

Dalam konteks ini kinerja organisasi publik dinilai baik apabila sepenuhnya atau 

setidaknya sebagian besar kegiatannya didasarkan pada upaya-upaya untuk 
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memenuhi harapan dan keinginan para wakil rakyat. Semakin banyak tindak 

lanjut organisasi atas harapan dan aspirasi pejabat politik, maka kinerja organisasi 

tersebut akan semakin baik. 

Konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar 

kebijakan dan kegiatan organisasi publik atau pemerintah seperti prncapaian 

target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal juga seperti nilai-nilai 

dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik 

memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai 

dengan nilai dan norma yang berkembang di dalam masyarakat. 

 

2.3. Kinerja Kerja 

Widjaya (2008: 32) mengemukakan: “kinerja adalah hasil membuat keputusan 

yang mengarahkan, melakukan sesuai dengan benar, yang membantu memenuhi 

misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan”. Selanjutnya Wesha (2009: 148)  

mengatakan : kinerja adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja 

yang dilakukakan oleh manusia untuk memberikan hasil yang diharapkan. Untuk 

melihat kinerja kerja, pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan, yaitu 

pertimbangan ekonomi, pertimbangan fisiologi, pertimbangan psikologi dan 

pertimbangan sosial. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu 

keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang ditetapkan. Kinerja kerja 

adalah penyelesaian pekerjaan tepat waktu sesuai yang telah diharapkan, artinya 
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pelaksanaan suatu tugas ditandai baik atau tidak sangat tergantung pada 

penyelesaian tugas tersebut, bagaimana cara melaksanakannya, dan berapa biaya 

yang dikeluarkan untuk itu.  Hal ini lebih menekankan pada penyelesaian tugas 

yang telah ditentukan sebelumnya. Sarwoto (2006: 126) mengistilahkan kinerja 

dengan “berhasil guna”, yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya dan benar-

benar sesuai dengan kebutuhan dalam pencapaian tujuan organisasi. 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan ahli diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa kinerja kerja berhubungan dengan hasil yang telah ditentukan sebelumnya. 

Satu hal yang perlu digaris bawahi adalah efektivitas kerja tidak dapat dipisahkan 

dengan efisiensi kerja. Kinerja kerja berhubungan dengan biaya, tenaga, mutu dan 

pemikiran. 

Jadi kinerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat dalam mencapai 

suatu tujuan tertentu atau kinerja kerja juga dapat diartikan dengan hasil guna 

penekannya pada efeknya, atau hasil tanpa perlu memperdulikan pengorbanan 

yang perlu diberikan oleh hasil tersebut. Jadi kinerja kerja dalam organisasi 

merupakan usaha untuk mencapai prestasi yang maksimal dengan menggunakan 

sumber daya yang masih tersedia dalam waktu yang relatif singkat tanpa 

menunggu keseimbangan tujuan alat dan tenaga serta waktu.  Apa yang dimaksud 

kinerja kerja dipertegas Siagian (2006: 19) yaitu “ penyelesaian pekerjaan tepat 

pada waktu yang ditentukan, artinya apabila pelaksanaan tugas dinilai baik atau 

tidak adalah sangat tergantung pada bilamana tugas tersebut diselesaikan dan 

bukan terutama menjawab tetang bagaimana melaksanakan serta berapa biaya 

yang dikeluarkan untuk pekerjaan tersebut”. 
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Dari definisi diatas dapatlah kiranya diinterpretasikan bahwa kinerja kerja 

mengandung arti tentang penekanan pada segi waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan, dimana semakin cepat pekerjaan itu terselesaikan 

dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, maka akan semakin baik 

pula kinerja kerja yang dicapai. Demikian pula sebaliknya dengan semakin 

lamanya pekerjaan tersebut terselesaikan, maka semakin jauh pula pekerjaan 

tersebut dari keefektifannya.  

Menurut Handoko (2009; 62) pegawai mampu mencapai kinerja kerja apabila 

pegawai „menunjukkan kemempuan mengekumulasikan pemilihan tujuan yang 

dilaksanakan dengan peralatan yang akan dipergunakan untuk melaksanakan 

tujuan tersebut sehingga pekerjaan tersebut terselenggara sebagaimana yang 

diharapkan. 

 

2.4 Pengukuran Kinerja Kerja 

Kinerja kerja dimaksudkan untuk mengukur hasil pekerjaan yang dicapai sesuai 

dengan rencana, sesuai dengan kebijaksanaan atau dengan kata lain mencapai 

tujuan, maka hal itu dikatakan efektif. Nilai kinerja pada dasarnya ditentukan oleh 

tercapainya tujuan organisasi serta faktor kesesuain dalam melaksanakan tugas 

atau pekerjaannya. Jadi kinerja kerja pada tiap-tiap organisasi akan berbeda-beda 

antara organisasi satu dengan organisasi yang lainnya, tergantung pada jenis dan 

sifat dari organisasi yang bersangkutan. 
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Menurut Steers (2008: 45) untuk mengukur kinerja kerja, ada beberapa variabel 

yang biasa dipergunakan, yaitu: 

1. Motivasi 

Kecenderungan seseorang individu melibatkan diri dalam kegiatan 

berarahkan sasaran dalam pekerjaan. Ini bukanlah perasaan senang yang 

relatif terhadap hasil berbagai pekerjaan sebagaimana halnya kepuasan, 

tetapi lebih merupakan perasaan sedia atau rela bekerja untuk mencapai 

tujuan pekerjaan. 

2. Kepuasan kerja 

Tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peran pekerjaannya 

dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka merasa 

dihargai karena pekerjaan mereka. 

3. Hasil Kerja  

Hasil kerja merupakan salah satu pengukuran efektivitas kerja yang sangat 

penting sebab dapat dilihat apakah hasil yang didapat sebanding dengan 

sumber daya yang digunakan sala suatu waktu tertentu. (Steers, 2008: 46).  

Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya tidak dapat melepaskan diri 

perlunya pembagian kerja yang tepat supaya setiap pegawai bisa melaksanakan 

tugas-tugasnya secara efektif. Pengukuran kinerja kerja yang penulis lakukan 

didasarkan atas banyaknya tugas yang dipikul dan jumlah pegawai yang 

melaksanakan tugas tersebut, sehingga dari kedua hal tersebut dapat disusun 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan/organisasi sehingga menghasilkan kinerja 

kerja sebagaimana diharapkan. 
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Pengukuran kinerja kerja berdasarkan banyaknya tugas yang dipikul dan jumlah 

pegawai yang melaksanakan tugas tersebut dapat berarti bahwa bila tugas yang 

dibebankan kepada pegawai sedikit, sementara jumlah pegawai yang 

melaksanakan tugas tersebut lebih banyak, maka akan terjadi banyak pegawai 

yang menganggur sehingga menjadi tidak efektif. 

Sebaliknya jika tugas yang di bebankan banyak sedangkan banyak pegawai yang 

melaksanakannya terbatas, maka akan terjadi penumpukan pekerjaan dimana hal 

ini akan mengakibatkan banyaknya pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan atau 

tertunda sehingga terjadi ketidakefektifan. 

 

2.5 Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance terhadap 

Kinerja Kerja 

Pengelolaan dan pengendalian yang baik dari suatu organisasi publik menyangkut 

pencapaian tujuan organisasi secara bersama-sama, yaitu untuk menciptakan suatu 

penyelenggaraan manajemen pembangunann yang solid dan bertanggung jawab 

sejalan dengan prinsip demokrasi,efisiensi, pencegahan korupsi baik secara politik 

maupun secara administratif. Dengan pengertian lain good governance adalah 

proses penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel oleh 

organisasi-organisasi pemerintah seperti organisasi publik pemerintah  

Berdasarkan uraian diatas disebutkan bahwa apabila pemimpin organisasi 

publik,struktur organisasi dan sumber daya manusianya baik, maka akan tercipta 

prinsip good governance yang berpengeruh terhadap kinerja kerja pegawai ari 
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organisasi itu sendiri. Dengan demikian jelaslah pelaksanaan prinsip-prinsip good 

governance akan berpengaruh terhadap efektifitas kerja pemeriksa BPK Perwakilan  

Lampung Lampung. 


